BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam” sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang
Nomor 32 Tahun.2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya.untuk mengelola
pemerintahan ~dan menjalankan roda pemerintahan dengan . melibatkan
partisipasi masyarakat. Daerah juga dituntut mempertanggungjawabkan
pengelolaan pemerintahan tersebut kepada rakyat sebagai. salah satu bentuk
laporan kinerja keuangan yang telah dicapai selama satu periode. Kinerja
keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan keuangan individual yang
dibuat secara terus-menerus pada suatu lembaga atau institusi (Oktavianingyas,
2009).

Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Pengesahan Undang-



Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah langkah awal bagi desa
menjalankan kewenangannya. Undang-Undang tentang desa juga terdapat
Dana desa yang bersumber dari APBN (Mahsun, 2012).

Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak
asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala desa (Asrida, 2012). Dana desa
diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan
pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan
mandiri. Dibawah UU No-6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga
mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di terima dari
dana APBN dan langsung diterima oleh desa.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri
dalam negeri. Rl No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan
prinsip-prinsip - Good  Governance ~membutuhkan  Akuntabilitas dan
Tranparansi. Dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan
etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas
pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (Principle)
atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9).

Menurut Mahmudi (2015: 18) Akuntabilitas merupakan pemberian
informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.  Akuntabilitas  sangat diperlukan  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Menurut Wiguna et al

(2015) Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang



berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
DPRD dan masyarakat. Menurut Audityaet al (2013) Akuntabilitas
mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat
yang diterimanya.

Prinsip akuntabilitas tidak lepas dari prinsip transparansi, kedua-duanya
saling berkaitan dalam pengelolaan dana desa. Rahmanurrasjid (2008)
mengatakan penerapan _azaz akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan
yang terbaik-kepada masyarakat. Menurut Mahmudi (2015:18) Transparansi
merupakan penjclasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas,
program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber
daya yang digunakannya. Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian
pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti (Tilaar, 2009: 287).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan dana desa,
semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus
mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya
sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan,
pengelolaan hingga pertanggungjawaban (Mahmudi, 2015). Konsep dasar
akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manjerial pada tiap

lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada



tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran  aparatur
bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.
Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan
kegiatan yang tidak terkendali (Hasibuan, 2014).

Ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi pandemi di
seluruh dunia termasuk di Indonesia, memaksa perubahan arah kebijakan dan
perubahan postur pada anggaran (Sutanto dan Pancawati, 2021). Terdapat
perubahan APBDes terbaru~di Permendesa nomor 6 tahun 2020 tentang
perubahan atas permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana
desa tahun .2020.yang merubah 4 bidang dalam APBDes yakni bidang
pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan
desa menjadi 5 bidang yakni bidang pemerintahan desa, pembinaan
masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan dan bidang penanggulangan
bencana darurat.

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang
ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus COVID-19 yang berimbas pada
berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa (Sutanto dan Pancawati,
2021). Hal ini perlu dilakukan mengingat ancaman Covid-19 berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini membuat
pengelola atau pengguna anggaran dapat menyesuaikan belanja untuk

mempercepat penangangan Covid- 19 dimasyarakat (Puspita, 2021).



Selain UU tersebut, penggunaan APBDes juga diatur melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 04/PMK.07/2020 untuk menggantikan PMK
No. 205/PMK.07/2019 yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan
dana desa. Anggaran difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat
urgent untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19, sehingga
merubah struktur belanja yang telah dianggarkan sebelumnya (Laloan, 2021).
Dalam pelaksanaanya terdapat banyak temuan yang mengarah pada
ketidaktepatan sasaran dalampemberian bantuan tersebut. Banyak masyarakat
yang mengeluh karena merasa pembagian bantuan tersebut tidak adil dan tidak
merata. Adanya perubahan pada postur anggaran . sertakesulitan dalam
pelaksanaan dilapangan yang menjadikan akuntabilitas pengelolaan anggaran
dimasa ' pandemi ini menjadi sorotan banyak pihak. Oleh 'karena itu,
akuntabilitas dan transpansi pengelolaan dana desa di masa pandemi menjadi
hal menarik untuk diteliti.

Kabupaten = Ponorogo - merupakan salah satu kabupaten yang
melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan
meningkatkan Dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap Desa dengan
tujuan demi meningkatkan pemerintahan desa. Desa di Kecamatan Slahung,
dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan pada peraturan yang
diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada beberapa program yang
harus di tunda oleh pemerintah Desa di Kecamatan Slahung karena dana yang
dianggarkan harus dialihkan untuk keperluan penanganan dan pencegahan

penyebaran wabah COVID-19.



Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan perubahan alokasi
anggaran Dana Desa dimasa pandemi Covid-19 menjadi salah satu topik yang
menarik untuk diteliti. Karena Dana Desa memiliki implikasi yang sangat
besar terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian sebuah desa. Selain
itu pandemi Covid-19 juga membuat banyak perubahan, terutama pada alokasi
anggaran Dana Desa tahun 2020. Sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran
pada masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian banyak pihak. Selain
akuntabilitas, penggunaan dana desa untuk.mengantisipasi penyebaran dan
dampak dari Covid=19 harus menggunakan prinsip transparansi agar
penggunaan - anggaran benar-benar tepat sasaran.  Transparansi dalam
pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat
memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa.

Berikut ditampilkan anggaran dan realisasi belanja .per-Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2021

No. Kecamatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. | Jenangan 4.261.025.870,00 4.638.657.818,00
2 | Ngrayun 2.020.377.650,00 1.997.961.979,00
3 | Babadan 4.955.312.558,00 4.822.729.391,00
4 | Jetis 2.059.351.899,00 2.039.456.014,00
5 | Mlarak 2.216.712.154,00 2.142.221.622,00
6 | Sawoo 2.245.827.600,00 2.191.793.251,00
7 | Balong 1.885.282.209,00 1.862.831.562,00
8 | Sambit 2.040.716.262,00 1.978.227.281,00
9 | Slahung 1.889.146.275,00 1.860.107.432,00
10 | Ngebel 1.833.540.158,00 2.023.721.281,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2023




Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa
di Kecamatan Slahung terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara
penerimaan dengan Pengeluaran. Selain itu, di beberapa Desa di Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo Pada tahun 2020 mengalami restrukturisasi
aparaturnya karena terpapar Covid-19. Oleh karena itu terkait dengan
kemampuan yang dimiliki dengan keberadaan aparatur yang baru, maka dalam
pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seseorang aparatur dalam
pengelolaannya (wawancara Suyadi, Kepala Desa Wates, 2022).

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian.ini adalah yang
dilakukan oleh Limba et al (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap
akuntabilitas, norma subjektif dan self efficacy terhadap niat untuk berlaku
akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Secara simultan berdampak pada niat
berperilaku "sesuai _‘dengan theory of planned behavior. Berbeda dengan
penelitian Oktaviani * dkk., (2017) yang menunjukkan bahwa variabel
akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi frauddalam
pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya yang serupa yaitu penelitian Hendratmi et al
(2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan bahwa
transparansi dan komitmen berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap
pengelolaan anggaran. Secara partial Tranparansi berimplikasi secara positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dan komitmen



yang diterapkan berimplikasi secara positif terhadap tercapainya akuntabilitas
pengelolaan anggaran. Berbeda dengan penelitian Sukmawati dan Alfi (2019)
yang menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh
terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti
mengambil judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi
Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi pada

Desa SeKecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini
dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa Di
Masa ‘Pandemi Covid 19 di Desa SeKecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo?

2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa Di
Masa Pandemi Covid 19 di Desa ‘SeKecamatan /Slahung Kabupaten
Ponorogo?

3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan
Dana Desa Di Masa Pandemi Covid 19 di Desa SeKecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun hal yang akan dicapai melalui penelitian ini, tertuang dalam
tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana
Desa Di Masa Pandemi Covid 19.di Desa SeKecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo.

b. Mengetahui pengaruh- Transparansi terhadap Pengelolaan Dana
Desa Di Masa Pandemi Covid 19 di Desa SeKecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo.

c.. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap
Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid 19 di Desa
SeKecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat.yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan
dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori
khususnya penelitian mengenai pengelolaan ADD pada Masa

Pandemi Covid-19. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan
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sebagai referensi bagi mahasiswa dan sebagai bahan pertimbangan
dalam penyusunan penelitian ditahun-tahun berikutnya.
Bagi Desa SeKecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD pada masa pandemi
khususnya di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
sebagai bahan evaluasi mengenai.pengelolaan ADD pada Masa
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Slahung.
Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti
dan dapat lebih mengetahui pengaruh yang mempengaruhi
Pengelolaan Dana Desa khususnya mengenai pengelolaan ADD pada
Masa Pandemi Covid-19.
Bagi Peneliti yang Akan Datang
Hasil ‘penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para
pembaca .maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan
pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah
wacana keilmuan khususnya yang akan melakukan penelitian

mengenai pengelolaan ADD pada Masa Pandemi Covid-19.



